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BAB V 

PENUTUP 

 

1.  Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh suatu 

kesimpulan bahwa asas keseimbangan juga diterapkan dalam perjanjian 

hibah. Asas keseimbangan sendiri merupakan suatu asas yang melandasi 

kesepakatan para pihak yang memunculkan keterikatan yuridis yang layak 

atau adil dalam hukum perjanjian. Asas keseimbangan yang dimaksud tidak 

hanya dilihat dari adanya kesetaraan prestasi di antara para pihak yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian, namun dengan adanya kesepakatan dari 

para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas keseimbangan sebagai 

landasan kekuatan mengikat perjanjian terlihat dari tujuan keempat dari 

perjanjian, yaitu mencapai keseimbangan antara kepentingan para pihak. 

Seperti dalam hal perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian hibah 

terdapat keseimbangan yang dapat dilihat dari tujuan perjanjian 

sebagaimana dikehendaki para pihak pada saat penutupan perjanjian. 

Tercapainya tujuan dalam perjanjian hibah tidak hanya pada saat adanya 

penyerahan barang yang dihibahkan, namun juga pemenuhan kewajiban 

baik yang tertulis dalam perjanjian itu sendiri maupun yang terdapat dalam 

ketentuan undang-undang. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban dalam 

perjanjian hibah setelah penutupan perjanjian menimbulkan keadaan tidak 

seimbang terkait faktor pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan dapat 

diajukan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 

dalam perjanjian hibah terdapat kontraprestasi yang tidak hanya dalam 

bentuk barang tapi juga meliputi keseluruhan persyaratan dalam tercapainya 

tujuan perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh Herlien Budiono.  

Tujuan perjanjian tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

antara lain, yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan 

perjanjian. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar pengujian kekuatan 
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mengikatnya perjanjian. Walaupun dalam hukum perjanjian di Indonesia 

tidak secara eksplisit menyebutkan berlakunya asas keseimbangan dalam 

pembuatan atau pelaksanaan suatu perjanjian, namun sesungguhnya asas 

keseimbangan tersebut telah diadopsi dalam ketentuan mengenai syarat 

sahnya perjanjian, itikad baik maupun keadaan memaksa.  

2.  Saran 

Dari hal-hal yang penulis kemukakan sebelumnya, diperlukan adanya 

suatu pembaharuan di dalam hukum perjanjian Indonesia dengan 

menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian dalam 

Buku III KUHPerdata Indonesia, yaitu menambah ketentuan yang mengatur 

mengenai penerapan asas keseimbangan. Asas keseimbangan sudah 

seharusnya ada dalam perjanjian pada umumnya dan perjanjian hibah dalam 

rangka untuk mencegah keadaan tidak seimbang sekaligus memberikan 

perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian. 

Disamping itu, asas keseimbangan juga diperlukan bagi hakim untuk 

dijadikan sebagai dasar pertimbanngan dalam memutus perkara yang terkait 

dengan perjanjian yang berlangsung dalam keadaan tidak seimbang. 
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